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In autonomous era still expand various negative phenomenon among others is the existence of by 
law forming is which is just ratified and not yet gone into effect effectively have been changed with 
new perda, less relevant perda with requirement of society. This research to know how far 
execution in by law forming which have entangled society participation and it is product result 
with character acomodation in Sub-Province of Merauke. research method the used is research 
method qualitative by using approach in the form of obtained data directly from responder  
interview, documentation and observation, Technique analyse data the used is analytical 
descriptive, this meant to obtain get good picture, clear and can give data of detail possible about 
accurate object. Result of this research indicate that implementation accomplishment of society 
participation in uncommitted by law forming in sub-Province Merauke according to trust of 
Section sound 96 UU Number 12 Year 2011 and Section 139 sentence ( 1) UU Number 32 Year 
2004, and also its clarification can know that, society is entitled to give input in order to 
preparation or solution of device of by law forming, the society input can be conducted verbally or 
written and the rights society executed as according to regulation of discipline of area parliament. 
The mentioned happened because caused many matter one of them because lack of active 
participation of society in by law making start from process of by law device up to evaluation 
phase. 
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PENDAHULUAN 
Hukum dalam pembangunan semakin berperan sebagai alat/sarana 
menyusun tata kehidupan. Purba (2008), mengatakan bahwa pembangunan 
hukum di Indonesia diharapkan dapat memantapkan dan mengamankan 
pelaksanaan pembangunan, menciptakan kondisi yang membuat anggota 
masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum. Limbach 
(2005), mengatakan ada tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi 
konstitusi. Pertama, pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma 
hukum lainnya; kedua, keterikatan penguasa terhadap Undang-Undang Dasar; dan 
ketiga, adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji 
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konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum Pemerintah. Dalam hal 
ini, pelibatan peran serta masyarakat secara aktif masuk dalam poin kedua 
karena hal ini termasuk dalam UUD 1945, sehingga pemerintah berkewajiban untuk 
melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah secara lisan atau 
tertulis. Abdullah (2010), mengatakan partisipasi publik harus diberikan tidak 
saja dalam arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak-hak 
rak-yat yang dijamin secara normatif. 
Indrati (2005), mengatakan bahwa masyarakat berhak memberikan 
masukan dalam peraturan daerah untuk setiap propinsi, kabupaten dan kota secara 
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya yang 
tidak dapat disamakan dalam hal pengelolaannya, terutama berkaitan dengan ma-
teri. Hal ini senada dengan pendapat yang di sampaikan oleh Priyanto (2011), 
yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah 
disesuaikan dengan daerah masing-masing melalui suatu kebijakan aturan yang 
disesuaikan dengan keadaan daerah setempat, aturan inilah yang disebut dengan 
perda. Peraturan daerah pada hakikatnya adalah merupakan bagian yang tak tak 
terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang dibuat 
harus sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Sukriono (2009), mengatakan otonomi dan demokrasi merupakan satu 
kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat 
sebagai penentu yang utama dalam negara, bahkan Suharizal (2010), mengatakan 
demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat 
nasional. Syawalludin (2006), mengatakan pemerintah harus memberikan 
ruang dan peran yang besar bagi keterlibatan politik masyarakat secara aktif da-
lam penyelenggaraan negara, bahkan Potimbang (2011), mengatakan masyarakat 
berhak bahkan wajib berpolitik untuk menentukan haluan negatifnya adalah 
sebagai berikut. Pertama, banyak peraturan perundangan yang baru saja disahkan 
bahkan belum berlaku secara efektif sudah diganti dengan peraturan 
perundangan yang baru, karena tidak dapat berlaku efektif dalam kehidupan 
masyarakat dan menimbulkan masalah sosial baru; kedua, banyak Undang--
undang yang kurang relevan dengan kebutuhan atau permasalahan dalam 
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masyarakat; ketiga, banyaknya peraturan daerah yang diterbitkan oleh 
pemerintahan daerah yang dicabut oleh pemerintah pusat (Mendagri) karena 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahendra (2006), mengatakan 
bahwa dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan peraturan daerah 
menempati jenjang paling rendah sehingga tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, terutama peraturan daerah 
yang berkaitan langsung dengan bidang ekonomi, bahkan banyak peraturan daerah 
yang justru menimbulkan dan menyebabkan kerugian bagi negara. 
 Menurut Tjandra dkk (2009), pasca reformasi terjadi pergeseran dari 
rechtsstaat menjadi political state, padahal tujuan negara hukum (goal of state) 
adalah supremasi hukum. Political state ibaratnya tidak berdiri di atas ”rel” 
hukum yang berlaku. Baik buruknya, bersih/kotornya pemerintahan daerah 
sangat tergantung pada kualitas pengaturan hukumnya. Analog dengan hal itu, 
diperlukan eksekutif, legislatif dan produk hukumnya yang berkualitas secara 
hukum. Berikut ini ada beberapa cara memberdayakan masyarakat (peningkatan 
partisipasi dan aspirasi masyarakat) dalam proses pembentukan peraturan 
daerah di Kabupaten Merauke. Pertama, membangun relasi pertolongan yang 
merefleksikan respons empati, menghargai pilihan dan hak masyarakat, 
menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing kelompok masyarakat dan 
menekankan pola kerja sama klien (client partnerships). Kedua, membangun 
komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri, mempertimbangkan 
keragaman adat istiadat individu dan fokus pada kepentingan masyarakat 
(umum). Ketiga, terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi 
masyarakat dalam pemecahan masalah sosial, menghargai hak-hak masyarakat, 
jadikan tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkan masyarakat dalam 
pembentukan peraturan daerah dan evaluasinya. Keempat, merefleksikan sikap 
dan nilai dalam kode etik jabatan pemerintahan daerah yang meliputi ketaatan 
terhadap kode etik dan prinsip-prinsip good governance, keterlibatan dalam 
proses perumusan peraturan daerah dan penghapusan segala bentuk 
diskriminasi dan ketidakadilan. Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi 
antara lain untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dalam pembentukan 
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peraturan daerah yang telah melibatkan partisipasi masyarakat daerah di 
Kabupaten Merauke. 
 
BAHAN DAN METODE 
Desain Penelitian 
 Penelitian  hukum ini dilaksanakan pada Kantor DPRD, Bagian Hukum 
dan masyarakat daerah di Kabupaten Merauke.  Tipe penelitian adalah penelitian 
deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan dengan melakukan pengkajian 
terhadap peraturan daerah yang telah ada di Kabupaten Merauke, yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang implementasi pemenuhan 
aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di 
Kabupaten Merauke, yang ada kaitannya dan relevansi dalam topik masalah yang 
akan diteliti. Penelitian ini akan meneliti data primer  dalam bentuk  data yang 
diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel 
dan populasi dengan cara wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi 
peraturan daerah yang telah diberlakukan di Kabupaten Merauke.  
Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Merauke selaku pihak 
dalam pembentukan peraturan daerah, Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten 
Merauke selaku pihak dalam pembentukan peraturan daerah. Jajaran 
pemerintahan daerah dalam bidang hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten 
Merauke. Stakeholder yang terbagi dalam Elemen-elemen masyarakat seperti 
LSM, Ormas, Praktisi Hukum dan Para Akademisi dari sektor pendidikan, 
kesehatan, kebudayaan serta masyarakat sebagai objek utama dalam penelitian ini. 
Teknik Penentuan Informan 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah akan mencari 
keabsahan dalam temuan penelitian ini, peneliti juga akan menerapkan teknik 
perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan dengan bentuk observasi yang 
mendalam, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian 
hasil dan pengecekan kredibilitas informan untuk menjamin validitas temuan. 
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Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data 
primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh langsung dari para 
responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara 
wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview 
Guide), penggunaan dokumen, direkam dan dicatat. Sedangkan data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran literature yang terdiri dari 
ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah dan 
penelusuran literature yang terdiri dari ketentuan mengenai mekanisme 
pembentukan peraturan daerah. 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang 
objek yang diteliti. 
 
HASIL PENELITIAN 
Implementasi Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah     Di Kabupaten Merauke 
Hasil penelitian yang penulis lakukan dibeberapa tempat seperti Kantor 
DPRD Kabupaten Merauke, yaitu 5 (lima) orang anggota dewan dari tim Balegda 
(disebut sebagai sampel key informan), dan 1 (satu) orang dari Bagian Hukum 
Setda Kabupaten Merauke (disebut sebagai sampel key informan), serta 16 (enam 
belas) responden dari berbagai elemen masyarakat dan masyarakat umum dari 
berbagai bidang pekerjaan di Kabupaten Merauke (disebut sebagai populasi).  
Senada dengan hal tersebut maka penulis akan melihat, apakah aspirasi dan 
partisipasi masyarakat telah tertuang/dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan 
Daerah di Kabupaten Merauke, sesuai dari bunyi Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 
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2011 dan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, serta penjelasannya dapat 
diketahui bahwa: Pertama, masyarakat berhak memberikan masukan dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda; Kedua, masukan 
masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan Ketiga, hak 
masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. 
Salah satu tahapan yang penting dilakukan dalam proses penyusunan 
Perda adalah, adanya komunikasi antara pemangku kepentingan dan 
pengambilan kebijakan. Komunikasi ini sangat penting dalam pelaksanaan 
peraturan daerah, setidaknya komunikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan 
Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke  adalah sosialisasi. Meskipun bersifat 
searah, informasi yang didapatkan oleh masyarakat daerah melalui sosialisasi 
Peraturan Daerah sedikit banyak dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk 
melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan 
kebutuhannya. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak 
mencerminkan atau tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat dapat 
menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dengan penolakan secara 
langsung maupun tidak langsung.  
Secara teoretis dalam ilmu hukum dikenal adanya anggapan yang 
menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, namun teori fiksi ini 
tidak dapat diberlakukan begitu saja, karena masalah komunikasi sering kali 
muncul karena selama ini pemerintah (pemerintahan daerah) kurang dalam 
mengumumkan peraturannya (sosialisasi). Ketidak efektifan suatu Peraturan 
Daerah mungkin terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan dalam 
sistem hukum. Menurut penulis ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah di Kabupaten 
Merauke. Pertama, substansi, Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan nilai 
kebutuhan masyarakat sehingga memancing reaksi masyarakat, sedangkan 
prosedur partisipasi tidak jelas; Kedua, struktur, kurang optimalnya kinerja 
aparatur pemerintah dalam sistem birokrasi yang berwenang dalam menangani 
setiap penyelewengan atau pelanggaran Peraturan Daerah, dalam struktur 
hukum, masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran yang sangat besar 
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dalam pelaksanaan Peraturan Daerah; dan Ketiga, kultur hukum dalam 
masyarakat, kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik masyarakat yang rendah 
karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat 
yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga 
kepekaan masyarakat terhadap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah 
sangat rendah. 
Peran serta masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk 
mempengaruhi hasil akhir kebijakan pemerintahan daerah dapat dilakukan 
melalui beberapa cara, yaitu manipulasi (manipulation); terapi (therapy); 
penginformasian (informing); konsultasi (consultation); peredaman (placation); 
kemitraan (partnership); delegasi kekuasaan (delegated power); dan kendali 
masyarakat (citizen control). Berdasarkan tahapan tersebut, kedelapan tingkat 
partisipasi diatas dikemas menjadi 3 (tiga) tingkat. Pertama, disebut dengan 
tidak partisipasi (non-participation), yaitu tingkat manipulasi dan terapi; Kedua, 
disebut dengan partisipasi semu (degree of takenism), yaitu tingkat peredaman, 
konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan 
dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak 
ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-
sungguh oleh penentu atau pengambil kebijakan; dan Ketiga, disebut dengan 
kekuasaan masyarakat (degree of citizen power), yaitu tingkat kemitraan, 
delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat 
memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan. Terakhir kendali warga 
(bukan lagi sekedar partisipasi, tetapi wargalah yang mengambil keputusan 
(decision maker). 
Apapun model partisipasi yang disediakan, tidak akan berarti jika 
masyarakat masih saja bersikap apatis terhadap keputusan Peraturan Daerah 
yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu harus ada strategi khusus untuk 
mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap proses Peraturan 
Daerah. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi 
partisipasi aktif masyarakat. Pertama, mensolidkan kekuatan masyarakat 
terutama para stakeholder; Kedua, memberdayakan masyarakat (membangun 
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kesadaran kritis masyarakat), publikasi hasil-hasil investigasi atau jurnal-jurnal 
yang penting; Ketiga, berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan publik; dan 
Keempat, memunculkan aksi dan gerakan secara kontinyu. 
 
PEMBAHASAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pembentukan Peraturan Daerah 
yang telah dibuat oleh Lembaga Eksekutif Kabupaten Merauke dari tahun 2008 
sampai dengan  tahun 2012 sebanyak 57 buah Perda, dan semuanya telah 
disahkan oleh Lembaga Legislatif Kabupaten Merauke, yang kesemuanya Perda-
perda tersebut belum mengarah pada partisipasi masyarakat yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang mendasar 
didalam kehidupan masyarakat daerah di Kabupaten Merauke. Pada umumnya 
Perda-perda tersebut hanya mengarah pada pembentukan Perda Tentang Retribusi 
(semua jenis retibusi), Perda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja 
Daerah serta Perda Tentang Pembentukan Tata Kerja Teknis Dinas/Instansi/SKPD 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke, dengan alasan untuk meningkatkan 
PAD dan kinerja pelayanan publik dalam daerah. Sedangkan Lembaga Legislatif 
Kabupaten Merauke belum membuat Peraturan Daerah dari tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2012, untuk tahun 2013 Lembaga Legislatif Kabupaten Merauke 
telah mengusulkan 6 (enam) Perda melalui Alat Kelengkapan Dewannya yaitu 
Balegda (Badan Legislatif Daerah), dan 6 (enam) Perda yang diusulkan adalah: 
Pertama, Perda Tentang Minuman Beralkohol; Kedua, Perda Tentang 
Ketenagakerjaan; Ketiga, Perda Tentang Kemiskinan; Keempat, Perda Tentang 
Hak Ulayat; Kelima, Perda Tentang Peran dan Adat; dan Keenam, Perda Tentang 
Tata Cara Produk Hukum Daerah. 
Dari keenam Perda yang sudah diusulkan oleh Balegda Kabupaten 
Merauke kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merauke, ada 2 (dua) Perda yang 
ditolak oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Merauke yaitu, 1.Perda Tentang Tentang 
Hak Ulayat, 2. Perda Tentang Peran dan Adat (masih perlu dikaji dan diteliti lebih 
lanjut mengenai adat istiadat dan hak-hak dasar suku malind-animha), dan 4 
(empat) Perda yang diterima Pimpinan DPRD Kabupaten Merauke dalam rapat 
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paripurna, yaitu : Pertama, Perda Tentang Ketenagakerjaan; Kedua, Perda 
Tentang Kemiskinan; Ketiga, Perda Tentang Tata Cara Produk Hukum Daerah; 
dan Keempat, Perda Tentang Minuman Beralkohol (ditangguhkan), dengan 
catatan bahwa ada aturan yang lebih tinggi, yaitu telah dibuatnya ratifikasi tipe A, 
B dan C sehingga diubah lagi minuman beralkohol dengan memasukan khusus 
minuman beralkohol tradisional atau MILO. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi 
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat diartikan sebagai 
partisipasi politik masyarakat yang diwakilkan oleh anggota dewan dari parpol-
parpol, yang hanya menyuarakan aspirasi dan partisipasi berdasarkan perintah 
langsung dari keinginan petinggi parpolnya. Pelibatan masyarakat dalam proses 
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses 
pengambilan keputusan publik dan alasan dari pengambilan keputusan publik 
merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis. Berkaitan de-
ngan hal ini Manan (2008), mengatakan bahwa kebebasan politik ditandai 
dengan adanya rasa tentram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya 
atau keselamatannya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah 
Kabupaten Merauke, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sangat 
bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi disuatu tempat dan waktu. Dalam 
negara demokrasi dengan sistem perwakilan, kekuasaan pembentukan undang-
undang atau Peraturan Daerah hanya ada ditangan kelompok orang-orang yang 
telah dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hal ini, setiap wakil itu akan 
bertarung di parlemen demi kepentingan umum dan bila mereka bertindak 
sebaliknya, maka kursi yang didudukinya akan hilang dalam pemilihan umum 
yang akan datang, digantikan oleh orang lain dari partai yang sama ataupun dari 
partai yang berbeda. Disinilah letak titik kontrol yang utama dari rakyat kepada 
wakilnya di parlemen. Alat kontrol lain yang dipergunakan masyarakat adalah 
demonstrasi atau bentuk penolakan langsung terhadap Perda yang telah 
diberlakukan dalam daerah, untuk mencapai tujuan yang baik tentang 
penggunaan peraturan daerah tersebut syarat pertama yang harus dipenuhi 
adalah keterlibatan rakyat/partisipasi aktif masyarakat dalam suatu proses 
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pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya mulai dari proses 
pembentukannya, proses pelaksanaannya di lapangan dan terakhir pada tahap 
monitoring dan evaluasi. 
Sehubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan 
Peraturan Daerah di Kabupaten Merauke, maka perlu juga dikemukakan 
pandangan Tjandra, dkk (2009), yang menegaskan terdapat tiga akses (three 
accesses) yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Pertama, akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) 
tipe yaitu hak akses informasi pasif dan hak informasi aktif; kedua, akses 
partisipasi dalam pengalihan keputusan (public participation in decision making) 
meliputi hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, 
partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan dan 
partisipasi dalarn pernbentukan peraturan daerah; dan ketiga, akses terhadap 
keadilan (access to justice) dengan menyediakan mekanisme bagi masyarakat 
untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung (the justice pillar also 
provides a mechanism for public to enforce environmental law directly). Sifat 
dasar dan peran serta adalah keterbukaan (openness) dan transparansi 
(transparency). 
Lebih lanjut, Tjandra, dkk (2009), menjelaskan bahwa penguatan   tiga 
(3) akses tersebut diyakini dapat mendorong terjadinya perubahan orientasi 
sikap dan perilaku birokrasi yang semula menjadi service provider menjadi 
enabler/fasilitator. Perwujudan tiga (3) akses tersebut dapat dilihat dalam 
beberapa bentuk. Pertama, turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri; 
kedua, kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Tidak menyerahkan penentuan 
nasibnya kepada orang lain; ketiga, merespons dan bersikap kritis; keempat, 
penguatan posisi tawar; dan kelima, sumber dan dasar motivasi serta inspirasi yg 
menjadi kekuatan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah. 
 
SIMPULAN   
Kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah berupa kelemahan 
normatif aturan hukum positif (vide Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 
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2004 dan vide Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011), yang mengatur partisipasi 
masyarakat, dan tidak mengatur cara/metode pelaksanaan berpartisipasi 
masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merauke, 
sehingga metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat hanya mengandalkan 
inovasi Kepala Daerah dan DPRD yang diwujudkan dalam Peraturan Tata Tertib 
DPRD. Namun, sampai saat ini Peraturan Presiden tentang pembentukan 
Peraturan Daerah belum diterbitkan, sehingga masih mengacu pada UU No.32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Permendagri No.53 Tahun 
2011 Tentang Produk Hukum Daerah. Berbagai regulasi sektoral selama ini 
mendorong dibukanya hak akses publik untuk berperan serta. Namun, pada 
umumnya, hak untuk berperan serta masyarakat dalam berbagai regulasi itu 
hanya berhenti pada level formulasi Peraturan Daerah, tidak teroperasionalisasikan 
sampai pada level aturan pelaksanaan yang secara riil dapat digunakan sebagai 
landasan normatif bagi akses publik. Dalam kondisi tersebut, masyarakat 
daerah yang secara teoritik memiliki hak untuk mengakses informasi publik 
dalam proses penetapan kebijakan, tidak sungguh-sungguh mampu 
mempergunakan haknya untuk memantau, mengkritisi dan mengevaluasi kebi-
jakan publik yang akan ditetapkan oleh pejabat publik. 
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di 
Kabupaten Merauke harus dikembangkan dengan beberapa cara. Pertama, 
mengikutsertakan anggota masyarakat (LSM, NGO, Akademisi, Praktisi 
hukum) yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja 
dalam pembentukan Peraturan Daerah; kedua, melakukan public hearing 
(diskusi publik) melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) dalam rapat-rapat penyusunan Peraturan Daerah; 
ketiga, melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan 
tanggapan; keempat, mengadakan kegiatan musyawarah atas Peraturan 
Daerah sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten; dan 
kelima, mempublikasikan rancangan Peraturan Daerah agar mendapatkan 
tanggapan masyarakat. 
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